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PUTUSAN
Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Str
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syariiyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
Suparni binti Parjan, Nik 1117024604650001, Tempat dan tanggal lahir
Medan, 06 April 1965, agama Islam, pendidikan terakhir
SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sp.
Lancang, Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu
Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email

hjmuhammadkasim@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;
melawan

Abu T Katib bin Arsyad, Tempat dan tanggal lahir Samalanga, 01 Desember
1925, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Kampung Janarata, Kecamatan
Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal ini telah
memberikan kuasa khusus kepada Hj. Hamidah, SH., MH.,
berkantor di Kantor Hamidah, SH., MH., & Partners
Advocates & Legal Colsultant, yang beralamat di Jalan Asir-
Asir No.1 Kampung Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar,
Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus
bertanggal 24 Juni 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan
Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 25
Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
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DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 09 Juni 2020 telah

mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Mahkamah  Syar'iyah  Simpang Tiga Redelong, dengan  Nomor
141/Pdt.G/2020/MS.Str, tanggal 10 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, Penggugat dengan

Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten

Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

0015/0004/11/2020 tanggal 10 Februari 2020;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Duda dan Tergugat

berstatus Janda;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Kampung Janarata, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun,

damai dan bahagia hanya 2 (dua) hari saja sempat Penggugat rasakan

karena selebihnya Tergugat sudah tidak mampu lagi memberi nafkah batin

kepada Penggugat;

6. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 Penggugat pergi meninggalkan rumah

kediaman bersama dan pulang ke Dusun Sp. Lancang, Kampung Simpang

Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah karena

selama menjalankan rumah tangga bersama Tergugat sudah tidak sanggup

lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat sedangkan Penggugat

masih membutuhkan nafkah batin tersebut;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat resmi

pisah rumah;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh

keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat

Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
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9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud
mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga
Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon
kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis
Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya
dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Abu T Katib bin Arsyad)
terhadap Penggugat (Suparni binti Parjan);

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah dipanggil
oleh Jurusita Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong melalui panggilan
elektronik dan Tergugat juga telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar’iyah
Simpang Tiga Redelong, Penggugat datang menghadap di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,
meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang
sah, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun
kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang kedua,
Penggugat datang menghadap ke persidangan dan Tergugat juga telah datang
menghadap ke persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya bernama H;.
Hamidah, SH., MH., selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak
berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Hakim
menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini
perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada
Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim
yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong ataupun
mediator dari luar Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, yang dipilih
oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Siti Salwa, S.HI,
sebagai mediator, kemudian hakim membacakan Penetapan Penunjukan
Mediator Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Str, tertanggal 29 Juni 2020 dan
berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 06 Juli 2020, mediator tersebut
menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk sidang ketiga
dengan agenda laporan hasil mediasi dari kedua belah pihak, ternyata
Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sah, sedangkan kuasa hukum Tergugat datang menghadap di
persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk sidang keempat,
Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai wakil’lkuasanya yang sah, meskipun
berdasarkan surat panggilan secara elektronik yang dibacakan di persidangan,
Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
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bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang
sah, sedangkan kuasa hukum Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah
diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang berwenang, maka
berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut
Hakim Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa
dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil
berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138
Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan pasal 1 angka 11,
15, 18 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019, panggilan tersebut
dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, di
mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari
3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus
dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas,
Penggugat tidak pernah hadir kembali di persidangan, oleh karena Penggugat
tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa
Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Mahkamah
Syar’iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang
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tidak ternyata bahwa tidak datangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang
sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Gugatan Penggugat harus
dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis
hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 29 Dzulgaidah 1441 Hijriah, oleh HASBULLAH
WAHYUDIN, S.H.l sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN, S.H.l dan ALIMAL
YUSRO SIREGAR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh AKMAL HAKIM, BS, S.HIl, M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa
dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
NOR SOLICHIN. S.H.I HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I
Hakim Anggota,
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ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H
Panitera Pengganti,

AKMAL HAKIM, BS, S.HI., M.H
Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

2. Biaya Proses Rp 50.000,-

3. Biaya Panggilan Penggugat Rp -

4. PNBP Panggilan Rp 10.000,-

5. Biaya Panggilan Tergugat Rp260.000,-

6. PNBP Panggilan Rp 10.000,-

7. Redaksi Rp 10.000,-

8. Materai Rp 6.000.-
Jumlah Rp376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS. Str

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



